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SALINAN

KOMISi INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA
Jaian T. Chik Ditunong No. 3 Langsa
Telp. (0641) 21500 Fax. (0641, 21500

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR : 5 Tahun 2005

TENTANG

URAJAN TUGAS DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

|
DAN PANITIA PEMILIHAN GAMPONG DALAM PEMILIHAN KEPALA D\t% H DAN WAK

Menimbang

Mengingat

KEPALA DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 20006

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN,
KOTA LANGSA

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pa-+) 15 Qanun Nomor 3

Tabun 2005

perubahan atas Qanun Nomor 2 Tshun 20¢ ° tentang Pemilihan Gubernur/W akil
Gubemur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota"Vakil Walikota di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam perlu menetetapkan Urai 1 Tugas dan Tata Kerja

Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan <"-'mpnl
dengan kepuwmsan Komisi Independen Pemililon Kota

o
K=
1

f.an

4.

l. Undang-undang Nomer 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Panitia
dalam wilayah Kota Langs

Raor

Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

(lemharan Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 114,

Lembaran \ea\m Republik Indonesia Nomor 4143);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
Pembeontukan Peraturan Perundang-undangan (Lambaran Nege
Indonesia Tabun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaras \cg;ua
Indonesia Nomor 4389);

“

3. Updang-undang Republik Indonesia MNomor 32 Tahun

Tambahan

TEHIZ)I

Tentang
£

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.

*‘4""’):

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemermtah Pengganti Undang-undanyg

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas undang-undang No. 32~

dhm

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaraan Negara Republik Indonesia

Fahun 2005 Nomor: 38, Tambahan Lembaran Negara No. 4443 ):

..1‘_

Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerab

{LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 22

Tambahan

Lembaran Negara Reublik .ndonesia No. 4480°: sebagai mana diubah dengan

Pecaturan  Pemenntah Nomor 17 Tahun 2005 Tentany Perubahan
Pengesahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan.

Alas

Penganghatan dan Pemberhentian Kepala Dacrah dan W m\xl Kepala qu.d..

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Ne 39

[.eimbaran Negara Nomor 4494

S, Qanun
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Qarun Provinst Nanggroe Acch Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Pemilihan  Subcrnur/Wakil  Gubenur.  Bupat/Wakil  Bupati.  dan
Walikota/Wakil Walikotia di Provinst Nanggreoe Aceh Darussalam (Lembaran
Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 No. 7. Tambahan
Lembaran Daerah Nomor : 31), sebagai mana telah diubah dengan Qanun
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 3 Tahun 2003 tentang Perubahan
catas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 rentang Pemibihan Gubernur/Wakil Gubenur,
Bupati’Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13. Tambahan Lembaran
Daeiah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 3);

6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Nomior 13 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Wewenang Komisi Independen
Pemilihan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Komi%i Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota untuk menetapkan Hari dan Tangga!l Pemungutan
Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tahapan  Program Jadwal  SVakio
Penvelenggearaan Pemilihan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah:
Meraperhatikan : Keputusan  Rapat Pleno Komisi Independen Pemilithan Kota Langsa Tanggal 31

December 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

TENTANG URAIAN TUGAS DAN TAT.\ KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMILIHAN {'I\F\'fPO.\'G DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA t AERAH

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

(98]

6.

~

FPemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana ;f-’iak%nm kedaulatan rakyvat ds
wilayah Provinsi dan/Atau Kubupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasa
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi,
Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Kabupaten/Kota selanjutnva secara berturut-turut disebut DPRD  Provinsi. dan  DPRD
Kabupaten Kota adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah scbagat unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah.

Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia vang terdaftar sebagai pemilih vang sudah
berumur 17 ( tujuh belas ) tahun atau sudah/pernah menikah.

Komisi Independen Pemilihan vang selanjutnya disebut KIP Kabupaien Keta adalah badan vang

menyelenggarakan  pemilihan  Bupati’Waki!  Bupati  dan  Walikota Wakil - Walikoia, jugu
melaksanakan Pemilihan Gubernu/Wakil Gubernur vang dibentuk oleh Komisi Independen
Pemilihan Provinsi bersama dengan DPKD Kabupaten/Kota.

Panitia Pemilinan Kecamatan vang selanjutnva disebut PPK adalah bagian dari Komisi independen
Pemilihan Kabunatein'Kota vang bertugas membantu menyvelengearakan pemitihan di wilavah
kecamatan vang busanLkumn

Panitia Pemiliahn Gampeng selanjutnyva discbut PPG adalah bagian dari Panitia Pemilihan
Kecamatan vang  bertugas membantu melaksanakan  pemilihan di wilavah  gampongz  vang
bersangkutan.

S Petueas

jdih.kpu.go.id/aceh/langsa


Win 10
Typewritten text
jdih.kpu.go.id/aceh/langsa


8. FPetugas Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya disebut PFP adalah aparat pelaksana pemilihan yang
melakukan pendaftaran pemilih untuk mengikuti pemilihan.

9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS

10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnva disebut TPS adalah lokasi tertentu vang ditetapkan
oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dimana kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pemilih
dilaksanakan.

BAB I
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pesal 2

Untek melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan dan
Gampong masing-masing dibentuk PPK dan PPG. pembentukan PPK oleh Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa dan pembentukan PPG oich Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan usul
dari Gechik atau sebutan lainnva.

Pasal 3

(1) PPK merupakan pelaksana Pemilthan Kepala Daerah dan  Vakil Kepala Daerah ditingkat

Kecamatan dan berkedudukan di Kecamatan atau scbutan lainnys

(2) PPG merupakan pelaksana Pemilithan Kepala Daerah dan  “akil Kepala Daerah ditinekat

a. Tugas

I

1

(9]

Gampong dan berkedudukan di Gampong atau sebutan lainnva.

BAB I
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

melaksanakan tugas-tugas vang diberikan Komisi [ndependen Pemilihan Kota Langsa;
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan PPG;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugasnva kepada KIP Kota Langsa.

b, Wewenang

.

B8]

45

merekapitulast jumlah pomilih untuk seluruh PPG di wilayan Kenanva dan menyvampaikan
kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa:

membentuk PPG diwilavah kerjanya:

mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS. melakukan Rekapitulasi hasil
perhitungan suara dari seluruh PPG dalam wilavah kerianva dan membuat berita acara dan
sertifikat hasil perhitungan suara serta menyampaikan kepada Komist Independen Pemilihan

Kabupaten'Kota:

menerima mandat darn tm sakst tim kampanve pasangar tlon Kepala Dacrah dan Wakil
kepala Dacrah,
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Ketua PPG dipilih dari dan oleh anggota PPG secara demokratis dalam rapat PPG

Anggota PPG diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas usul Geuchik atau nama lain melalu
proses Musvarvarah Gampong.

Pasal 10
Dalam melaksanakan tugasnya, PPG dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris
dari pegawai Gampong yang ditunjuk Geuchik atau nama lain.

Sekretariat PPG, terdin dan seorang Sekretaris dan dibantu oleh staf sekretariat vang jumiahnva
disesva:kan dengan kemampuan Keuangan.

Sekretaris dan staf sekretariat. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan
Geuchik/Lurah atas usul PPG.

Pasal 11

Syarat untuk menjadi anggota PPK dan PPG adalah sebagai berikut :

a

——
o

o s

m.

Schat jasmani dan rohant. vang dibuktikan dengan surat keterangan dokter:

Berhak mennlih

Bserumur sekurang-Kurangnva 21 ( dua puluh satu ) tahun

Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ( SLTA ) atau vang sederajat.
Berkomitmen kuat untuk keadilan dan demokrasi;

(idak pernah dijatuhi hukuman pidana minimal 6 bulan kar-na kejahatan kriminal dan/atau
kejanatan korupsi dan/atau kejahatan kemanusiaan;

Memiliki integritas yang kuat. jujur dan adil;

Memiliki pengetahuan dan visi vang jelas tentang politik. partai pemilu serta kemampuan
kepemimpinan:

Tidak menjadi Anggota Partat Politik;

o0
Tidak menjadi Anggota TN Pelri aktif;
(idak menjabat sebagai Direksi/Komisaris BUMD maupun BUMN:
Tidak sedang dicalonkan dalam pemilihan:

Tidak menduduki jabatan pohitk atau struktural dalam birokras) pemerintahan.
Pasal 12
Masa tugas PPK dan Sekretarnat PPK disesuaikan dengan masa tugas Komisi Independen

Pemilihan.

Masa tugas PPG dan Sekretariat PPG disejajarkan dengan masa tugas PPK dimular selambat-
lambatnya 4 (empat) bulan scbelum hari pemungutan suara, dan berakhir selambat-lambatnya 2
(Jdua) bulan setelah hari pemungutan suara.

BAB YV
TATA KERIJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan wawenang PPK. sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. tata kerja PPK
dratur sebagai berikut

b

Hubungan kerja antara Ketua PPK dengan Anggota PPK dan Sekretariat PPK :
a) Tugas ketua PPK adalah:

) memimpin kegiatan PP

) mengundang anggota untuk mengadakan rapat Pleno PP{;

3) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang periu ' ntuk kelancaran penyelenggaraan
pemilihan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacre™ sesuar dengan kebyakan vang
ditentukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lang o

) [ —

w2

b) Tueas
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b) Tugas Anggota PPK adalah:

1) membantu ketua PPK dalamn melaksanakan tugas:
2) melaksanakan tugas yang diientukan oleh ketua PPK; dan
3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

¢) Tugas sekretariat PPK adalah :

[)membantu pelaksanaan tugas PPK;

2) melaksanakan tugas vang ditertukan oleh PPK;

3 membezrikan pendapat dan saran kepada ketua PPK; dan

4) dalam melaksanakan tugas sekretariat PPK bertanggung jawab kepada PPK

2) Hubungan kerja antara PPK dengan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa :

a. melaporkan hasil pelaksanaan tugas PPK sesuai dengan bidant tugasnva;
b. mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dan penggur an anggaran:
¢. memberikan saran dan pertimbangan.

) Hubungan kerja antara PPK dengan PPG

4. mengawest dan menghoordinasikan kegiatai PPG di wilayvah kerjany a

b. memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pendaftaran pemilih dan pemungutan dan
perhitungar suara: dan

c. memiasilitasi pendistribusian iogistik.

Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang PPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ua kerja PPG
diatur sebagar benkut
|. Hubungan kerja antara Ketua PPG dengan Anggota PPG dan Sekretariat PPG
a. Tugas ketua PPG adalah :
1), Memimpin Kegiatan PPG:
2). Melaksanakan tugas-tugas vang diberikan oleh PPK dan KIP
3). Mengundang anggota untuk mengadakan rapat Pleno PPG:
4)Melaksarakan kegiatan lain vang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah sesuat dengan kebijakan yang ditentukan
oleh PPK.
b. Tugas anggota PPG adalah:
1) Membanw Ketua PPG dalam melaksanakan tugas:
2) Melaksanakan tugas vang ditentukan oleh Ketua PPG: dan
3) Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPG sebagai bahan pertimbangan.

c. Tugas Sekretariat PPG adalah:
1)y membantu pelaksanaan tugas PPG:
2) melaksanakan tugas vang ditentukan oleh PPG: dan
3) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPG: dan
4) dalam melaksanakan tugas sekretariat PPG bertanggung jawab kepada PPG

12

Hubungan kerja antara PPG dengan PPK
a. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas PPG sesuai dengan bidan: tugasnya.
b. Mempertanggung jawabkan nelaksanaan kegiatan dan pengguraan anggaran.
¢. Memberikan saran dan pertimbangan.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas dain wewenang PPK, PPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. pasal 3
dan pasal 6, dilakukan dalam rapat pleno PPK dan PP(5.

Pasal 16.....ccoconvenes
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Pasal 16

Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan PPK, PPG, sccara rinci diatur lebih lanjut dalam peraturan
Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pendaftaran Pemilih. Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS, serta Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPG sampal

‘
K dengan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
-
BAB VI
KETENTUAN
PENUTUP
Pasal 17
Keputusan ini muiai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 31 Desember 2005
KOMISI INDEPENDEN PEMNILIHAN
KOJXA LANGSA
ETUA
- Y,

FGATIMANT, S
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